BAB IV

Hambatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pengaas Obat dan Makanan
Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Peredaran Kosmeki llegal Di Kota

Bengkulu

Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidamsiegaran
kosmetik ilegal sering kali penegak hukum dalam ihalpenyidik pegawai
negeri sipil balai pengawas obat dan makanan Béngkengalami kendala
dan hambatan dalam melakukan penyidikan terhaddpkipidana peredaran
kosmetik ilegal di Bengkulu. Dalam melakukan perkad terhadap
peredaran kosmetik ilegal adapun hambatan-hambatag dihadapi oleh

balai pengawas obat dan makanan Bengkulu adalah :

1. Faktor Penegak Hukum.
a. Kurangnya Jumlah Penyidik pegawai negeri sipil bpengawas

obat dan makanan.

Berdasarkan wawancara deng&apak Zulkifli bahwa
faktor penegak hukum menjadi hambatan, karena jumpdanyidik
yang dimiliki balai pengawas obat dan makanan Behgk
dianggap masih kurang, penyidik yang ada di badaigawas obat
dan makanan berjumlah 8 orang, 8 penyidik ini bukanya

menyelidiki peredaran kosmetik tetapi masalait daa makanan



No

lainnya juga harus diselidiki dan penyelidikan ohiakukan di
seluruh propinsi Bengkulu sehingga penyidikan téapakosmetik

ilegal ini masih kurang optimal.

Lanjut BapakZulkifli Selain itu penyidik ini juga bukan
hanya bertugas menyelidiki tetapi juga bertugas akukan
pengawasan terhadap produk-produk yang beredarsalga
sehingga penyidik bertugas ganda terhadap pereddrat dan
makanan termasuk kosmetik, sehingga dibutuhkanigi&nyang
tidak sedikit, guna optimalnya pengawasan dan piam tersebut.
Melihat Bengkulu cukup luas dan ada 9 kabupatenldesta yang
harus dilakukan penyidikan dan pengawasan makaigknyang
ideal adalah 10 orang sehingga penyidikan dan gveasan

terhadap obat dan makanan termasuk kosmetik akdndptimal.

Tabel 9
Jumlah penyidik pegawai negeri sipil balai pengawasbat dan makanan
Bengkulu
Nama Pangkat Jabatan
Berthaliani Penata Tingkat I/Illd  Staf Pemdik
Drs. Syafrudin A.pt M.si Pembina/IV a Kepala seksi Pemdik
Drs Evni J Apt MM Pembina Tk 1/ IV b Staf Pemdik
Oktar Tamba A.pt.,M.si Pembina/IV a Staf Pemdik

Rina Syukrina S Farm Apt Penata Tk I/ 1l d Staf Pemdik



6 Tombang Pardede Pembina/ Ill ¢ Staf Pemdik
7 Darmayanis S.H Penata Muda Tk | Staf Pemdik
8 Yenni Mirawaty SH Penata Muda Tk | Staf Pemdik

Sumber : Bagian pemeriksaan dan penyidikan balea Bengkulu.

b. Masih kurangnya kualitas SDM PPNS

Dari segi kualitas penyidik pegawai negeri sipiab@engawas
obat dan makanan Bengkulu yang ada masih kurakgdigas karena
tidak semua penyidik berasal dan belatarbelakarighdgkum. Berikut
dapat dilihat jumlah penyidik pegawai negeri sijalai pengawas obat
dan makanan Bengkulu yang pendidikan di bidang mukian
apoteker.

Tabel 10

Pendidikan penyidik pegawai negeri sipil
balai pengawas obat dan makanan Bengkulu

No Nama Pendidikan Terakhir
1 Drs. Syafrudin A.pt M.si S2

2 Oktar Tamba A.pt., M.si S2

3 Darmayanis S.H S1

4 Yenni Mirawaty SH S1

5 Berthaliani SMA

6 Rina Syukrina S Farm Apt S1

7 Tombang Pardede SMA

8 Drs Evni J Apt MM S2

Sumber : bagian pemeriksaan dan penyidikan balaigpeas obat dan makanan
Bengkulu.



Berdasarkan data diatas dapat dilihat dari 8 orpegyidik
pegawai negeri sipil yang aktif hanya 2 penyidékg merupakan lulusan
hukum yang lebih mengerti tentang penyelidikan pamyidikan, padahal
keberhasilan dalam menanggulangi tindak pidanadpese@ kosmetik
ilegal ini sangat tergantung kepada aparat yan@hkeahakannya mulai
tingkat penyidikan sampai ke eksekusi. Sehinggaimasutuhkan
lulusan sarjana hukum untuk mengoptimalkan lagijakgvenyidik,

mengingat ini akan mengarah kepada penegakan hukum.

2. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan wawancara dendggepak Oktar Tamba mengenai
sarana sudah cukup namun alokasi dana juga mepguihambat
dalam penyidikan ini karena mulai dari kegiatan rap®nal, upaya
paksa, pengangkutan sampai penghitungan barangi bydag
membutuhkan dana yang tidak sedikit, yang mana ndasekali
melakukan penyidikan membutuhkan dana yang cuksarpeulai dari
anggaran untuk sampai ke lokasi hingga anggarag yiioutuhkan
dalam penyidikan. Dalam sekali melakukan penyidikpenyidik
pegawai negeri sipil minimal membutuhkan anggarekita Rp.
4.000.000 (Empat Juta Rupiah) sedangkan anggaran dialokasikan
bagi penyidik pegawai negeri sipil untuk melakuksmyidikan hanya

sebesar Rp. 2.000.000 Juta (Dua juta rupiah) urtaeksportasi,



pemberkasan, dan koordinasi dengan penyidik @d&ngan minimnya

anggaran tersebut, maka penyidik pegawai negeii Bgrus dapat

mengoptimalkanya sebaik mungkin dana tersebut.

Sarana yang dimiliki oleh Balai Perayvas Obat dan Makanan

No

4

5

Nama Barang

Mobil Lab
Mobil Dinas
Motor Dinas
Laboraterium

Komputer

Bengkulu

Jumlah

3

3

2

3

50

Sumber: Ruang TU balai pengawas obat dan makanagkasdu

3. Kurangnya peran serta masyarakat.

Berdasarkan wawancara dendgapak Oktar Tamba selaku

penyidik pegawai negeri sipil balai pengawas obah anakanan

Bengkulu menyatakan bahwa kendala yang dihadagindalroses

penyidikan terhadap tindak pidana peredaran kokmi&tgal ini

adalah faktor masyarakatnya sendiri yaitu pada saalakukan

pemeriksaan ke pelaku sendiri, pelaku tersebutk tisk@mberikan

keterangan yang sebenarnya atau sering berbdli-batas tindak

pidana kosmetik ilegal tersebut seperti darimardamht kosmetik



tersebut, pelaku sering kali tidak jujur dan tida&ngetahui darimana
penjual kosmetik yang menjual ke pelaku itu berselingga pihak
penyidik pegawai negeri sipil sulit untuk mendetekeberadaan
pengedar (distributor) kosmetik ilegal tersebutn aaemungkinkan
peredaran tersebut akan terus terjadi di Bengkaeria sulitnya

mencari sindikat yang mengedarkan kosmetik tersaidaengkulu.

Lanjut BapakOktar Tamba  peran serta masyarakat itu
sendiri masih kurang karena laporan dari masyarakahgenai
kosmetik ilegal ini dirasa masih kurang sehinggiaalp penyidik
pegawai negeri sipil yang harus berperan aktif sendambatan
selanjutnya dalam operasi rutin sering kali suddtetdhui bahwa
akan diadakan razia terhadap produk-produk ileghingga penjual
sudah banyak menyimpan produk-produk tersebut dsamudkan
biasanya Cuma ditemukan sedikit pada saat pemanksdan
penggeledahan di toko-toko, pasar-pasar tradisiaeh sarana

distribusi obat dan makanan.

Ditambahkan olehBapak Zulkifli bahwa selain faktor
masyarakat hambatan selanjutnya adalah tersangka ryelarikan
diri dan menjadi DPO sehingga proses penyidikanjaciemerhambat
serta faktor selanjutnya adalah sering dikembatfikan berkas dari

Kejaksaan ke penyidik pegawai negeri sipil.



Sehingga kendala dan hambatan yang dihadapi p&nyidi
pegawai negeri sipil balai pengawas obat dan makagaam
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pesedd&osmetik
ilegal di Kota Bengkulu bahwa yang pertama adaddétof masyarakat
sendiri yakni lingkungan dimana hukum tersebut derl atau
diterapkan, kemudian faktor penegak hukumnya seyakni pihak-
pihak yang membentuk atau menerapkan hukum, p&tar faenegak
hukum yang menjadi kendala adalah anggota penyidilg dirasa
masih kurang untuk melakukan penyidikan terhadapedagan
kosmetik ilegal dan kualitas SDM serta alokasi dgaag belum
teralokasi yang memadai dalam proses penyidikata dersangka
melarikan diri dan sering dikembalikannya berkad Bajaksaan ke

penyidik pegawai negeri sipil.

Bapak Zulkifli, selaku Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
Bengkulu memberikan saran dan himbauan kepada na&syaBengkulu
agar lebih berhati-hati lagi dalam memilih dan metniproduk-produk
kosmetik di pasar-pasar, toko-toko, swalayan atdans Hati-hati juga
terhadap kosmetik yang berfungsi untuk pemutih wdarena banyak
temuan bahwa kosmetik pemutih wajah yang beredanydk
mengandung bahan-bahan berbahaya dan tidak baik uatlit dan

jangan menggunakan produk-produk kosmetik yanaktmemiliki izin



edar dari balai pengawas obat dan makanan. Kadmamg melihat dan
menjadi korban tolong dilaporkan kepada aparat gen@ukum baik itu

penyidik pegawai negeri sipil atau pun pihak kepah, sehingga
peredaran kosmetik ilegal ini akan semakin berkyidan masyarakat pun

akan lebih aman lagi dalam memilih kosmetik yangginkan.

Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpullkdiwh yang
menjadi hambatan penyidik pegawai negeri sipil iqadsmgawas obat dan
makanan dalam menanggulangi tindak pidana peredarsmetik ilegal

ini adalah :

a. Faktor penegak hukum.

b. Faktor sarana dan prasarana.

c. Faktor masyarakat.

d. Tersangka melarikan diri

e. Sering dikembalikannya berkas dari kejaksaan keyigdnpegawai

negeri sipil.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut upayag ya
dilakukan penyidik pegawai negeri sipil balai penga obat dan makanan
Bengkulu menuruBapak Oktar Tamba, adalah menegakkan aturan-
aturan hukum terhadap pelanggaran-pelangggaran Yyenigubungan

dengan distribusi, produksi dan penyalahgunaanpada obat dan



makanan termasuk kosmetik yang tidak memiliki idem mengandung
bahan berbahaya, melakukan pengawasan lebih katat térhadap
peredaran kosmetik ilegal dengan cara lebih semetpkukan operasi-
operasi terhadap sarana distribusi dan produldip-toko, pasar-pasar,
minimarket, supermarket serta terus melakukandinasi dengan pihak
kepolisian baik pada tahap pengawasan terhadaplgrare kosmetik
ilegal maupun tahap melakukan upaya paksa terhgmdaku dan
pengumpulan barang bukti, tetapi sebelumnya dalatakukan upaya
paksa pihak penyidik pegawai negeri sipil balai gsewmas obat dan
makanan harus terlebih dahulu meminta suart izin gEngadilan, tanpa
izin dari pihak pengadilan maka penyidik pegawajenesipil tidak bisa

melakukan upaya paksa, serta mengoptimalkan pé&nyaaiig ada.



A. Kesimpulan

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ydag tBuraikan

pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulamaeberikut:

1. Peran penyidik pegawai negeri sipil balai pengagleg dan makanan

Bengkulu dalam menanggulangi tindak pidana pered&@smetik

ilegal di Kota Bengkulu masih kurang maksimal kar&anyak kasus

yang terjadi tapi pelakunya sedikit yang di bawarkeah hukum

hanya sanksi administratif sehingga tidak membdek ¢era bagi

pelaku dan kemungkinan pelaku menjual lagi sedamasi ilegal

tersebut.

2. Hambatan yang dihadapi penyidik pegawai negeri lsgdai pengawas

obat dan makanan Bengkulu dalam menanggulangi Kirpldana

peredaran kosmetik ilegal di Kota Bengkulu adalah:

a. Faktor penegak hukumnya.

b.

C.

Faktor sarana dan prasaran.

Faktor masyarakat.

. Tersangka melarikan diri

Sering dikembalikannya berkas dari Kejaksaan ke

penyidik pegawai negeri sipil.



B. Saran

1.

Diharapkan agar penyidik pegawai negeri sipil bglangawas obat
dan makanan Bengkulu lebih maksimal lagi dalam meggalangi
tindak pidana peredaran kosmetik ilegal di Kotaderu.

Pihak penyidik pegawai negeri sipil balai pengawasat dan
makanan, kepolisian dan instansi terkait dalam dagen kosmetik
ilegal ini, pemerintah, para pedagang dan masyarafteus duduk
bersama untuk membuat suatu kesepakatan dan kesegatdalam
menanggulangi peredaran kometik ilegal tersebut.

Diharapkan agar penyidik pegawai negeri sipil bglangawas obat
dan makanan diberikan wewenang untuk melakukanhaerma.
Diharapkan penyidik pegawai negeri sipil balai pemgs obat dan

makanan ditambah agar lebih optimal lagi dalam ksalaakan tugas.
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2]

&
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Drs Zwikifli, AN}
“NIP 19840101 199401 1 001.

LAIPENGAVWAS OBATDAN MAKANANDIBENGKULU
lan Depati Payung Negara KM.13 No.29 Pekan Sabtu Tromol Pos 2 Bengkulu 38213
Telp (0738) 53990 — 53993 — 53080 Fax. 53988 — 53003 — 53080

E-mail address: bpom_bgkl@yahoo.com
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RIWAYAT HIDUP

Nama : Yosua P. Situmeang
NPM : B1A010024
Tempat / Tanggal Lahir : Bintuhan, 07-10-1992
Jenis Kelamin . Laki-laki
Status : Lajang
Alamat : Jalan Wr. Supratman, kandang limurnipUn
Belakang
Agama . Islam
Email : yo_sual992@yahoo.com
Pendidikan
1. Tahun 1998-2004 : SD Negeri 04 Kaur Selatan
2. Tahun 2004-2007 : SMP Negeri 03 Kaur Selatan
3. Tahun 2007-2010 : SMA Negeri 1 Kaur
4. Tahun 2010-2014 : Fakultas Hukum Universitas Rahg

Yosua P. Situmeang






